
 viii 

ABSTRAK 
 

Perjanjian terapeutik sebagai dasar legalitas hubungan hukum antara dokter dan 
pasien melahirkan kewajiban pemberian informasi yang memadai melalui informed 
consent, sehingga kelengkapan dan keabsahan informed consent menjadi syarat 
fundamental dalam setiap tindakan medis. Permasalahan muncul ketika suatu 
tindakan medis yang didahului pemberian informasi yang tidak lengkap sesuai dengan 
yang sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan suatu 
pertanyaan tentang akibat hukum yang muncul dan bagaimana tanggung jawab 
perdata dokter terhadap kerugian pasien akibat ketidaklengkapan informed consent. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum 
doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan konseptual. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ketidaklengkapan informasi menyebabkan cacat 
yuridis meskipun secara formal terdapat formulir persetujuan. Dalam ranah 
administrative, dapat dikenakan akibat hukum berupa penjatuhan sanksi atas 
pelanggaran standar professional terkait duty to form. Dalam ranah perdata, cacatnya 
informed consent menyebabkan persetujuan tidak sah dan membuka potensi gugatan 
perbuatan melawan hukum. Dalam ranah pidana, tindakan tanpa persetujuan yang sah 
dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi akibat hukum pidana. Bentuk 
tanggung jawab perdata dokter atas kerugian pasien didasarkan pada Perbuatan 
Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang 
mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab 
tersebut tidak hanya dibebankan kepada dokter secara pribadi, tetapi juga dapat 
dibebankan kepada rumah sakit berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata sepanjang 
terdapat hubungan kerja dan tindakan dilakukan dalam lingkup tugasnya. Dengan 
demikian, pemberian informed consent yang lengkap dan sah merupakan syarat 
fundamental untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien sekaligus memberikan 
legitimasi terhadap tindakan medis. 
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